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MAKASSAR, FAJAR - Renovasi Stadion Mattoanging tahun ini mulai berjalan. Skema 

pengelolaan akan meniru stadion Gelora Bung Karno (GBK). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

(Dispora) Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan, pihaknya sudah melakukan kunjungan dan menemui 

Badan Pengelola GBK. 

“Memang ada sedikit persamaan, keduanya stadion bersejarah,” kata Arwien. Mantan Kepala 

BPKD Sulsel ini menyebutkan, pihaknya mempelajari beberapa hal dari markas Timnas Indonesia. 

Terutama masalah pengelolaan, melalui Badan Layanan Umum (BLU). 

Markas PSM Makassar tersebut bakal direhabilitasi total menjadi stadion internasional. 

“Mulai dari pengelolaan keuangannya dengan BLU sampai dengan peninjauan fasilitas stadion,” 

sebutnya. Pembenahan besar-besaran untuk Stadion Mattoanging bisa menjadi stadion berstandar 

internasional disiapkan Rp200 miliar. 

Dia melanjutkan pihaknya akan melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsultasi itu memuluskan proyek tersebut. “Kita harap nanti 

tendernya bisa lebih awal pada tahun ini. Ini kita kejar,” tukasnya. 

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengatakan rehabilitasi Stadion Mattoanging menjadi 

sport center akan menggandeng kontraktor berkompeten dan profesional. (fik/dir) 

 

Sumber berita: 

Koran Fajar, Tiru Pengelolaan Gelora Bung Karno, Kamis, 30 Januari 2020. 

 

Catatan: 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012, dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah 

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 



jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada. masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

 


